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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

PERATURAN

PENETAPAN

NONOR : 9 TAHUN 1992 SERI D NO. 9
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PENALANG
NOMOR ; 7 TAHUN 1992.
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN -

BELANJA DAERAH KABUPATEN DABRAH TINGKAT II PELALARG

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG HAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang

Yengingst

bahwa Pernitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 yang di

buat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu di =

tetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang»updang Nomor 5 Tahun 1974 tentang\\
Pokok~pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tshun ~1950 ten =
tang Pembentukan Daerazh-daerah kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Yengah,
juncto Peraturan Pemesrintah Nomor 32 Ta-
hun 1550 tentang Fenetapan mulai berlaku
nya Undang-undang Nouwor 13 Tahun 1950.

3. Undang-undang ... (2)
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3. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan -
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwzkilan Rakyat Daerah
sebagaimaha t=lah diubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 975 dan kedua Undang-undang mnomor 2 Tag
hun 1985,

4, Peraturan Femerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pe -
laksanaan Unéang-undang Nomor 16 Tazhun 1%69 tentang
Susunan dan Kedudukan lkajelis Yermusyawaratan Rakyat,
Dewan Ferwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat -
Daerah, sebagaimana telah diubah pertama dengan Un -
dang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedus dengan Un -
dang - undang Nomor 2 Tahun 1985.

5. Peraturan ‘emerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu
rusan, Pertanggung jewaban dan Perngawasan Keuangan
Daerah; '

6. Peraturan Femerintah Nomor 6 Tehun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pelenja Daerah, Pe
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggarén rendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Presiden Republik Irndonesia Nomor 9 Tahun
1082 tentang Tunjengan Pangan bagi Pegawai Negeri dan
Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawail Pe
rusahaan dan untuk keperluan khusus serte Operasi Pa-
sar _ ‘

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1984 tentang Cara Yenyediaan dan Penyaluran Subsidi
Gaji dan Pensiunan Dzerah otonom ;

9. Peraturan Mentexi .... (3)
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Peraturan ienteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Tontoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Fenda-
patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keu-
angan Daerah dan Penyusunan Perhitungsn Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah ;

Persturan Nenteri Dalam Negeri Nomoxr 11 Tahun 1978
tentang Pelaksaznaan Tuntutan Perbendaharasn dan Tun -~
tutan Gantl Rugi Keuangan den Materiil Daerah ;

Teraturen Menteri Dalam Negeri Yomor 4 Tahun 1979 ten

“tang Telaxsarcan Fengelslzan Rarong Pemerintsh Daors
Peraturan tenteri Dalsz Vegerd Nomor 1 Talun 1880 tern-~
tang Fetunjuk/redoman Tetz iaministrasi <endanzrawsan
Daerah;

Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90C-089 tangeal

2 April 198C tentang Manuel Administresi XKeuangan Lae-
rah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-~595 tanggal
17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Rarang
Daerah ; »

Keputusan lMenteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal
24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapat-
an Daerah ;

Keputusen lienteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pe
ndapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Fendapatan
dan Belanja Negara ;

Keputusan Henterl Dalam Negeri Nomor 902-1316 targgal
18 September 1985 tentang Penyempurnean Bertuk dan Su
sunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -

rah ;
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18. Keputusan kenteri Dalam Negeri Nomor 903-131S tanggal
19 September 1385 tentang Penyempurnaan Keputusan l'en
teri Dalam Negeri Nomor 903-£03 Tahun 1984 tentang Pe
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal
3 Maret 1986 tentang Penyempurnasn Bentuk dan Susunzn
Tata Usaha Keuangan Daersh serta Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrsh ;

20. Keputusan kenteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal (
11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daersh -
serta Petunjuk Teknis Tats Usahe Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Gubernur Kepala Daeranh Tiﬁgket I Jawa Te -
ngah Nomer 903/730/1991 tanggal 3 Juni 1991 tentang
Pengesahan Anggarzn Fendapaten dasn Zelanja Dasrah Ka-
bupaten Daerah Tingkét II ﬁemelang Tahun Anggaran 1991
/ 1992 ;

22. Keputusan Gubernur Yepzla Dasrah Tingkat I Jaws Te =~
ngah Nomor G03/23/716%2 tanggal 24 Janvari 1992 tentans
Pengesahan Perubehan Anggezran Fendapatzn dan Belanja

3 Y

Daerah Kabupaten Dazsrah
Anggarsn 1991 / 19392 ;

23, Peraturan Dzerah Kabupaten Dzerah Tingkat II Pemelang
Nomer 1 Tahun 7997 tentang Fenetapzn Anggaran Fendapal
an dan Belanje Daerah XKabupaten ~eerah Tingkat IT Yema
lang Tahun Anggaran 1991/1392 ;

24, Peraturan Daerah ... (5)
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24, Peraturan Daerah Katupaten Daerah Tingkat II Pemalang
¥omor 8 Tahun 1991 tentang Peaetapan rerubahan Anggar
an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 ;

25. Keputusan Dewan ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dag
ran Tingkat II Yemalang Nomor : 172.1/03/DPRD/19971 ta=-
ngzal 21 Pebruzri 1991 tentang Peraturan Tatz Tertib

~ Dewan Perwakilan Rakyat Deserah Kebupaten Daerazh Ting-
kat II femalang ;

Pemperhatikan : 1. Pembicarzan dalsm Rapat Panitie Anggar-
an Dewan Ferwakilan Rakyat Daeran Kabu-
paten Daerah Tingkast II Femalang pada
tanggal 29 Juni 1992 dan 11 Juli 1922;

2. Pembicaraan dalam Rapat Faripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Pemalang pada tanggel
15 Juli 1992,

Dengan Persetujuan Dewan Perwskilan Rak -

yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pe

. malang. .

~ MENUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PER=-
HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TA-
HUN ANGGARAN 1991 / 1992.
Paszl 1 ]
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

1. Peraitungan...(6).
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1. Perhitungan Anggaran Rutin :
a. Yendapatan ..... Rp. 15.343.138.153,22
b. Belanja ..... «e. Rp. 6.636,433,934,00
Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebes8r eieseseoss...Rpe 8.706,704,219,22 .
2. Perhitungan Anggeran Pembangunan :

a, Yendapatan ...Rp. -
b. Belanja ..... Rp. 8.237.589.541,00
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunen
berkurang sebesar ........... Rp. 8.237.589,541,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran Fendapatan
dan Belanja laerah berlebih sebesar Rp.469.114,678,22
Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan

Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu seba
gali berikut

1. Perhitungan Anggaren Rutin :
z, Pendapatan ... Rp.1.435.392.485,43

b, Belanja ...... 3D, 1.611.227.806,24

Sisa pPerhitungsen Anggarzn Butin

berkurang SeDeSaT ...........+0 Rp.175.835,.320,81
2. Ferhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Yendapatan ... Rp. -

b. Belanja ......_Rp. -

Sisa Perhitungan Anggaran Fembangunan

Berlebih/berkurang sebesar ...._Rp. -

3. Sisa Perhitungan... {7)

A
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3. sisa Pefﬁitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berkurang sebesar......... Rp.175.835,320,81
Pasal 3
Perincian lebih lanjut mengenai Pernitungan Anggaran Penda=-
patan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitudgan dimak -

sud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampi-

ran C, I.
- Ditetapkan di : Pemalang.
' Pada tanggal : 15 Juli 1992,

DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DABRaH TING

KABUPATEN DATI IXI PEMALANG KAT II PEMALANG

KEZTUA
cap. ttd. Cap. td.
PRANIPTO Drs. SOEVARTONC

Disshkan dengza surat Keputusasn Gubernur Kepala ZDaeral -
Tingkat I Jawa Tengah Tgl. 28 Agustus 1992 Nec.303/506/1392,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Permalang Nomor 9 Tgl.9 Oktober 1952 Seri D No. §
Sekretaris ¥ilayah / Daerak Tingkat II Fénmalan

, Cap.
. ttd.

Drs. MOELJONO
Fembina Utama Luda

NIP. 500 029 622
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPUTUSAY GUBERNUR KEPALA DAERAE TINGKAT I JawA TENGAH
NOKOR : 903/60%6/1992
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAY ANGGARAN PENDAPATAN DAN 3BELANJS
ERAH KASUPATEN DAERAH TINGKAT II
- PEMALANG TAHUN. aNGGARAN 1991/1692

GUEERNUR KEPALa DAER H TINGKAT I Jawvd TENGAH

™AL

DA

venimbzng : a. bahwa Perhitungan Anggaran Perdspatan dsn
Bzlanja Daersh Kabupaten Deeral Tingxat II

Pemalang Takun Anggaran 135%1/1992 yang tel

ditetapkan dengan Fersturan Daerah Kabhupsten

£33

Daerah Tingkat II Pemslang ¥omor 7 Tahun -
1592 tanggal 15 Juli 1992 perlu mendapat pe

netaepan/pengesahan dari Gubernur Kepala Dag

bernur Kepala Daeran Tingkat I Jawa Tengah
\; tanggal 3 Agustus 1992 Nomor 094/C22600; I
mer 3605/L.I/VIII/KEU/G2 dan Komoxr 3606/L.

JVIII/KEU/92 telah Gilakukan penelitian/pe=
W

T T ,,w - T Tes Ay oyo T i

- wvaws Tengaon atas Yertiiungan Anggzran ren

Zapntasrn dan Relar iz Dzarah Yatuysten Daersr
. - r

E) Veem A T P - T N e hee o PR ea)

Tingkat 11 Yem2lizng Tamvun Anggavran LR VAL
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¢. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut
huruf b diatas telsh disampaiken secara ter
tulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Dae -
rah Tingkat I Jawa Tengeh dengan menyebut -
ken Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Tahun Anggaren 1991/ -
1992 sebesns. 5Np.469.114,678,22 (Empat Ratus
Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat be -
las Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delépan Ru-
piah Dus Puluh Dua Sen).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po

kok-pokok Pemerintahan di Daeiah ;
2, Undang-undang Nomsr 10 Tshun 1950 tentang
Pembentuksarn .uerah Propu.si Jawa Tenge (di
undangkarn tanggal 14 Juli 1833)
3. Undang-undsng Nomor ") .azhun 1%50 teatsng
Pembentukan Daerah-daceyal Kabug:ten dalawm
lingkungen Propinsl Jawa -engsh

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ten
tang Pengurusan Pertenggung jewaban dan Pe-
ngawasan Keuangen Daerah ;

5. Peratursn Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ten
teng Cara Penyusunan APED, Pelaksanzan Tata
Usaha Keuangen Daerah dan Penyusunen Perhi-~
tungan APED ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1 ta -
nggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyedisan
dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pen:.un bagi
Daerah Otonom ;

7‘ InstmkSi * e s > (3)‘0
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Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyele-
ggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I,
Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ta-
nggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Pératuran Daerah ;
Peraturan lienteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Penyusunan APBD, Pelaksanaan Ta-
ta Usaha Keuangan Daerah dan Panyusunan Perhituhgan
APED

Peraturan Menteri Dalam Negeril Nomor 4 Tahun 1979 ia -
nggal 1 September 1979 tentang Pelaksansan Pengelolaan
Barang Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 ta2 -
nggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi Bendaharawan Daerah : )
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal

2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Dae-
rah ;

Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor 020-595 tanggsl
17 Desember 1980 %entang Kanual Administresi Barang -
Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 970-893 tanggal
24 Desember 1981 tentang Manual Pendapeten Daerah ;

15. Keputusan ..... (4).
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal
4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitu -
ngan APED ;

Ke¢putusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keu
Bgan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK,.03/1984 ta-
nggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyedissn
dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah -
Otonom ; é»
Keputusan lienteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1984 ta-
nggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensin-
kronisasian APBD dengan APEN ;

Ke¢putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun -
1985 tentang Penyempurnsan Bentuk dan Susunan Perubahan
APED ; .

Keputusan Menterli Dslam Negerli Nomor 903-1319 Tahun -
1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan
Keputussn Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan APED g

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Q_
Susunan Tata Usaha Keuangsn Daerah serta Perhitungan
APBD ;

Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 903-379 Tahun 1987
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit
dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata U:aha

Keuangsn Daerah ;

22. Keputusan ...... (5).
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22. Keputusan lienteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal
19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Su -
sunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalaxz Negeri Nomor 903-251 Tahun -~
1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk /-
Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhi-
tungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa
Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Ke-

[ pala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APED ;

24, Keputusan Gubernur Kepals Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 4 Juni 1991 Nomor 903/730/1991 tentang Penge-
sahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun
Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan dengan Pera-
“turan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991;

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 24 Januari 1992 Nomor 903/23/1992 tentang Pe =
ngesahan Perubshan APBD Kabupaten Daerah Tingkst II Pe
malang tahun Anggaran 1991/1992 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 7
Desember 1991.

. Mempernatikan :
Dt 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 No
mor 903/6S96/PUOD Perihal Pedoman Penyusunar APBED Tahun

Anggaran 1991/1992 ;

2. Surat Gubernur ..... (6).
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2, Surat Gubernur Kepala Daersh Tingkat I Jaws Tengsh ta-

nggal 2 Maret 1991 Nomor S03/8384 Perihal Pedoman Pe -
nyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 ;
3+ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 7 Tahun 1992 tanggel 15 Juli 1992 tentang Pensta
pan Sisa Perhitungen APED Kabupsten Daersh Tingkst II
Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 ; |
4. Surat Bupati Kepalas Daerah Tingkat II Pexalang tanggal -
16 Jull 1992 Nomor 903/2673/KU tentang Permohonan Pe =
ngesahan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Tehun Anggaran 1991/1692 .
' MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I -
JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNG
AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN -
ANGGARAN 1991/1992,
fertama : Mengesahksn Peraturan Daerah Kabupsten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomoxr 7 Tahun 1992 tanggal
15 Juli 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan
Anggaren Fendapstan dan Belanja Daerah Kabupaten ¢
Daersh Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 19391/
1992 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Daerah Tahun Anggaran =
1991/1992 sebesar Rp.469.114.678,22 (Empet Ratus
Ensm Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ri-
bu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Pu-
luh Dua Sen), dengan Rincian :

- funai Padﬂ e s e (7)‘
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- Tu§§i Peda Kas Daerah ........... Rp.178.929.139,41

-~ Sisa UUDP Anggaran Rutin......... Rp.110.008.336,00

- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan....Rp. 4.341.882,00

- Sisa Kurang Bagian UKP e..evceeee RP.175.835.320,81

Jumlah Rp.469.114,678,22

dengan catatanh : .

1) Bentuk / Susunen {(Contoh C) Persturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II temalang tentang Fenetspun Sisa Yer-

> hitungsn APBC Tehun anggerea 1991/°5%2, bvelum ses» i ~

contoh C yang telah ditetapkan dsiam Keputusan Mer:eri

Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 ipril 19582 dan be

"lum dilengkapi dengan lampiran Contoh C. I 8/d C.X se-
suail Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 1975,

2) Dalem Tahun Anggsran 1931/1992 Kepals Bagian Keuangan
Kabupaten Dseran Tingkat II Pemalang, tldak ditunjuk -
dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagal Pe
Jabat yang berwenang menandatangesni Surat Keputusan
tentang Penggeseran Digit dalam suatu Pasal. Hal ini -
belum melaksanskan petuanjuk dalsm Diktum keempat Sub
(a) Keputusan lenteri Da’am Negeri Nomor 903-379 ta =~
nggal 17 April 1987.

3) Peraturan Daerah Xabupzten Daersh Tingkat II Pemalang
Nomoxr 8 Tahun 1991 tanggel 7 Desember 1991 tentang Pe-
rubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Ta =
hun Anggaran 1991/1992,

' | disahkan dengan .... (8).
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disshkan dengan Keputusan Gubernur Xepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/23/1992 tanggal 24 Ja
nuari 1992, terdapat catatan yang perlu disesuaikan
dalam pelaksanaannya, tetapi tidsk disempurnakan seba-
galimana mestinya.
Hal ini tidax sesusi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan -
{3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Takun 1975.
4). Pelaksanaan membuku transaksi yang harus dilakukan de -~
"ngan Daftar FPembukusn Adminsitratip ( DPA ) belum di -
buatkan Deftar Pembukuan Adminisiraiip (DPA) Contoh B.
XIII.
Hal ini tidak sesuai petunjuk dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah.

5). Berdasar Data Realisasi Pendapatan Asll Daerah terdapat
beberapa ayat / jenis Pendspatan yang t.dak dapat mencs
p2l target Anggaran yeang telsh ditetapkan dalam Anggarsn.
Fal ini tidak mememuhi ketentusn Pasal 4 ayat (2) Kepu-
tusan Menterl Dalsm Negerl Nomor 203-1319 tanggal 19
September 1685,

N
st

. Tardepat Jenia pendepatan Daersh daril Begi Hasil Buksn
Fajek (Anggaran cap Realisasinya) yang dibuku pads FPen- -
dapatan Fos Bsgian Pendapatan Asll Daersh (PAD) dan
atau sebaliknya,

Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk mengenesi Kepala
Pembukuan (Anggaran Pendapatan Daerah) seperti ditetap~-
kan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057
tanggal 19 Januarl 1988 tentang Penyempurnaaa Bentuk
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

~ T). Penerimaan .... (9).
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7). Penerimsan :

a).

b)c

Menurut penelitian pada bukti penyetoran Pendapat-
an Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 terdapat yang
pelaksanasan penyetorannya tidak memenuhi ketentuan
yaitu masih terdapat yang dipotong langsung untuk
upah pungut/belanja (uang leges).

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (6)

Keputusan NMenteri Dalam Negeri FNomor 903-1319 Ta =

hun 1985 tanggal 19 September 1985.

Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaren ysng lalu =

(1990 / 1991).

- Sesuai dengan Penetapan Sisa Perhitungan APBD
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Angga
ran 1990/1991 yang telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah Nomor 903/1004/1991 tanggal 18 Desember -~
1991 yaitu sebesar Rp. 760.081.463,58.

~ Dalam Buku Perhitungan APED (C.I) Tahun Anggaran
1991/1992 jumlah tersebut telah dicantumkan pada
ayat 1,1,1,000 sisa lebih Perhitungen Tahun Angga
ran yang lalu, tetapli dalam penjelasan lampiran
Penjabarannya tidak dicantumkan jumlah rinciannya.

~ Menurut penelitian pada Buku Besar Penerimsan -
(B.IV) ayat yang bersangkuten Tahun Anggaran 1991
/1992 3umlah terseﬁﬁt telah dibukukan,

tetapl dalam ...cveeveveeas(10)
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tetapi dalam Pembukuannya belum tepat sesuai petunjuk
dalam Contoh Keputusan Menteri Dalam Negeri Romor 900
=099 tanggal 2 April 1980 tenténg Manual Administrasi

Keuangan Daerah.

¢). Berdasar peneiitian pada Buku Besar Penerimaan (B.IV)
dgpat disimpulkan bahwa, terdapat hal-hal sebagai beri
kut :

- Terdapat jenis Pendapatan Asii Daerah (PAD) yang di-
buku sebagai Penerimssn Begi Hasil Buken Pajak yaitu
Pererimaan dari BBI {Dinas Yerikanan) sebdesar.......
Rp.2.481.,005,00 yang keliru dibuku sebdagai Pendapat-
an ayat 1,3,2.208,

- Terdapet jenis penerimaan Bagl Fasil Bukan Pajak da-

i Propinsi Ayat 7.3,2.208 yang keliru dibuku sebs -
gel Penerimaan Pesndapstan Asli Daerah yaitu :
~ Dari Retribusi Pengawasan Kulit dan Pengiriman -
Ternak keliru masuk :
Ayat 1.2.2,100 sebesar Rp.1.267.550,00
Ayat 1.2,2.109 sebesar Rp.1.162.168,.00
Rp.2.428.718,00
- Dari{ Retribus! 3Jswa Tarnch Aan

v Bangunsn, keliru ma- .
suk Ayat 1.2.5.10 sebesar Rp.352.472,00
- Dari Retridusi Blanikc #ajib
lapor Usaha-usaha Kessjante
raan Buruh,keliru masuk -
Ayat 1,2.5,190 sebesar Rp.341.250,00

Berhubung ........... {11}
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- Berhubung dengan itu, make jumlah realisasi Penda-
patan Asli Daerah (PAD) yang semila sebesar ......
Rp.2.990.511.812,87 seharusnys adalah sebesar ....
Rp.2.989.896,385,87 sedang jumlah realisasi Ayst
1.3.2.208 Bagi Hasil Bukan Pajek dari FPropinsi se-
mula sebesar Rp.157.492.931,50 seharusnya adalsh..
Rp.158.135.358,50.

8). Pengeluaran / Belanja :

a). Pasal 2.2.4.1092 "Pembayaran Honorarium Petuges, =~
Administrasi, Karcis, Rehabilitasi dan Bagian Desa
atas fendapatan Pasar Desa™ realisasinya sebesar..
Rp.45.609.252,00.

Sesual uraian Pasalnya realisasi belanja tersedut

seharusnya dapat dibebanken pada Pasal-pasal Belap

Ja yang telah dibakuksn, antara lain :

- Pembayarah Honorarium Petugas, Administrasi duu
Karcis seharusnya dapat dibebankan pada Pasal
Belanja Barang "Ongkes Kantor",

- Sedangkan pengeluaran untuk Bagian Desa atas Pen
dapatan Pasar Desa, seharusnys dapat dibebankan
pada Pos 2.13.1. "Ganjaran, Subsidi dan Sumbang- -
an" Pasal 2.,13.,1.,1122 "Subsidi kepada Daerah Ba-
wahan"

b). “35115851 00'0000..0000.'0.(12).

i
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Realisasi Pengeluaran Pos Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan menurut penelitian pada masing-masing
Pasal dengan Buku Besar Fengeluaran (B.V) yang
bersangkutan umumnya tidak terdapat perbedaan, te
tapi :

- Terdapat realisasi pengeluaran yang merupakan
Belanja Daerah berhubung Anggaran Belanja ysng
bersangkutan tidak mencukupi/belum tersedia ma-
ka sementara dibebankan pada Pasal 2,16.1.,11,

-~ Pasal 2,16.1.1155 Anggarannya Up. Realisasinya

++.« Rp.28.415,880,52.
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1
dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903~
1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 Jo. Pa~
sal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor
: 5 Tahun 1975.
Pelaksansan Belanjs Pembangunan (APBD) Tahun Angga
ran 1991/1992 dilskukan dengan mempergunakan 1K/ -
DIPDA,SKO,SPP,SPMU dan SPJ.
Pada pelaksansannyas disamping ysng telah sesuai -
dengan Peraturan ysng berlaku, tetapl terdapat Be
lanja Proyek Bantuan yang realisasinya berbentuk
/bersifat lumpsum, walsupun dalam DIPDA ysng ber-
gangkuteh teleh dirinel rencans pesnggunaannys se-
euei kebutuhen phisik asntars lain Tasal 2P.0.1.%-
¢1.002, Proyek Baptusn Pexlusssn dan Kehedb IPI =~

34k PP Desa Limbangan Kecamatan Ulujami.

3). Bank Pembangunan ee....... (13).
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Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pemalang di
tunjuk dengan Surat Keputusan Bupatl Kepala Daerah -
Tingkat II FPemalang Nomor 584/643/KU/1991 tanggal 1 -
April 1991 sebagal Pemegang Kas Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Pemalang, dengan membuka 3 (tiga) Reke-
ning tetapl Pemegang Kas Daerah tidak membuku dalam 1-
(satu) Buku Kas Umum tetapi masing-masing 1 (satu) Bu-
ku Kas Rekening yang bersangkutan.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan 19 Fera-
turan Femerintah Nomor 6 Tahun 1975.

Terdapat Sisa UUDP pada Bendaharawan Tahun Anggaran -
yang lalu (1990/1991( yang disetor dalam tahun anggar-
an berikutnya (1991/1992) pelaksanaannya melebihi ta =
nggal 10 April 1991;

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kepu
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 -
tanggel 19 Sepiember 1585.

Pelaksanssn Pengiriman laporan realisasi APED Kabups -
ven Daeral Tingkat II Pemalang Tahun Anggsran 1691/ -
1992 kepada Pejabat yang berwensng tiap triwulannys me
lempoi batas waktu 1 {satw) bulan setelah tutup bulan

triwulan yang bersangkutan.

Hal ini tidak memenuhi ketentusn Pasal 32 Peraturan Pe

merintah Xomor 6 Tahun 1975,

12). Sesuai dengan........=2.(14).
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Seaual dengan Anggarannya untuk Realisasi Belanja Ru-

tin Pos 2.2.8, Pos Kecamatan pada lampiran Surat Kepu

tusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisa

si APBD (kolom keterangan), tidak dilengkapi perinci-
an jumlah realisasi untuk masing-masing kecamatan yang
bersangkutan.

Hal ini dapat menyulitkan dalam pengendalian Anggarar

masing - masing jenis Belanja maupun untuk Pos Keca -

matan yang bersangkutan.

Berdasar Data Sisa Tagihan pada Pos Bagian Urusan Kas

dan Perhifungan (UKP) terdapat jumlsh Sisa Sebesar...

Rp.175.835.320,81 yang didalamnya termasuk Sisa dari

Tahun - tahun Anggaran sebelumnya.

Hasil penelitian secara uji coba pada Dinas Perikanan

Kabupaten‘Daerah Tingkat II Pemalang untuk Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 1991/1992 adalah terdapat sebagai

berikut :

a. Atasan langsung Bendaharawan secara periodik sedi-
kitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan telah mengada -
kan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan'
Berita Acara Pemeriksaan Kas, tetapi pelaksanaan =~
nya pada akhir bulan atau penutupan pada Buku Kas
Unum yang bersangkutan (sehingga tidak sesuai tuju

sn sebagai pengawasan melekat),

b. Terdapat Realisasi .....(15).

-
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Terdapat Realisasi Belanja Proyek Bantuan yang pe-
laksanaannya bersifat lumpsum (Pasal 2P.0.1.501., -
003 Proyek Bantuan Perluasan dan rehabilitasi TPI
di KPP Desa Limbangan Kecamatan Ulujami).

15). Hasil Penelitian Uji Coba pada Dinas Peternakan Kabdbu-
paten Daerah Tingkat II Pemalang untuk pelaksanaan -~
APBD Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebagai berikut:

a.

b.

Buku Kas Umum yang dipergunakan oleh Behdaharawan
Rutin, Proyek dan Bendaharawan Khusus Penerima pa-
da Dinas Peternakan telah disesuaikan dengan con =
toh (Bend.” 10) dalam Peraturan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 1 Tahun 1980, tetapi pelaksanaesn membuku.
Pada buku Pembantu yang digunaken terdapat ysang
perlu disempurnakan sesusl maksud dan tujuennya.
Atasan langsung para Bendaharawan seczra periodik
sedikitnya sekali dalam 3 (tigs) bulan telah mengs
daken Pemerikssan Kas Bendaharawan dengsn didbuat -
kan Berita Acars FPemeriksaan, tetapi pelaksanasn -
nya pada akhir bulan / penutupsn Buku Kas Umum.
Pelsksanaan penyetorsn fendapztan ke Kas Daersh
¢leh Berndaharawan Khusus Penerims terdapst/sering
melampeui b tas waktu ketentuan, yang berlaku menu

rut peraturan .

16). Hasil penelitisn.e.......(16).
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16). Hasil penelitian secars Uji Coba pads Kantor Kecamat-
an Yemalang Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang un -
tuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggarsn 1991/1992 disam -
ping hal - hal yang telal sesual dengan ketentuan, -
terdapat hal - hal sebagei berikut :

&. Buku pembantu yang dipergunakan dan pelaksanaan
membuku oleh Bendaharawan Proyek belum disesuai -
kan dengan petunjuk/pedoman contoh dalam Peratur-
an Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Administrasi Bendaharawan Daerah,

“b. Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas Bendaharawan
oleh atasan langsung yang dibuat sedikitnyas sekali

~dalam 3 (tige) bulan selama tahun anggaran 1991 /
1992 telah dilaksanakan tetapi pada tutup bulan
“(tutup buku), i

Hal ini tidak sesuai tujuannya sebagail pengawasan
melekat. '

17). Basil Penelitian UJi Coba pada Dinas Pariwisata Kabu-
paten Daerah Tingkat II Permalang untuk Pelaksansan
APED Tahun Anggaran 1991/1992 disamping hal - hal
yang sesuail ketentuan terdapat hal ~ hal sebagal beri -~
kut ;- )

a, Pada Bendaharawan.......(17)
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Pada Bendaharawan Khusus Penerima Pelaksanzan mem.
bukuhya kedalam Buku Kas Umum perlu lebih teliti
untuk menghindarl sering terjadinya kesalahan tu-
lis dan salsh masuk ayat Penerimaannya, serta pem
bukuannya supaya berpedoman-pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

Pelaksanaan setor'Pendapatan Daerah ke Kas Daerah
oleh Bendaharawan Khusus Penerima dengan jangka -
waktu tertentu tidak dilengkapi dengan ketetapan
dari Bupati Kepala Daerah,

Pemeriksaan oleh Atasan Langsung kepada Bendahara
wan yang bersangkuten sedikitnya sekali dalam 3 ~
(tiga) bulan dengan dibuatkan Berita Acara Pelak-
sanéannya pada akhir bulan (tutup buku) sehingga
kurang berfungsi sebagal pengawasan melekat.

: Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan ysng perlu

memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Pemalang termaktub dalam Surat Gubernur XKepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengsh perihal Tindek Lanjut
Hasil Penselitian/Pemeriksasn Perhitungan APBD Kabu
paten Daerah Tingkat II Pemalang Tshun Anggaran -
1991/1992.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalah-
an~kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan
oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup
kemungkinan untuk diselesaikan melalul Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun *988, Persturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tshun 1978 dan atau melalui

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
KEEMPAT ® e % 0200 s 0000000 .'000(18)
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KEEMPAT : Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tenggal 1 april 1992.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeli
ruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetul-

ar kemball sedbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Agustus 1992,

e

GUBERNKUR KEYALA DABEAH TINGRAT I
JARA TENGRH
Cap.
ttd.
ISKAIL

SALINAN : Keputusan Kepada Yth,

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarts di
Yogyakarta ;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di
Jakarta ;

3. Direktur Jenderal Yemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri )
di Jaskarta ; _

4, Sekretaris ...........(19).
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4., Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up.Kepala~-
Biro Keuangan di Jakartas ;

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bi-
dang I dan II ; '

6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Ja
wa Tengah ;

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengash Wilayeh Pekalongan di -
Pekalongan ;

9, Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daersh Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang ; |

10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda” Tingkat I Jawa Te =
ngah di Semarang ;

11, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang d1 Pemalang;

12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang di Pemalang.
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